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Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembangunan nasional dalam perspektif
pendidikan. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan
berkelanjutan dalam pendidikan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan serta faktor dan piranti
apa saja yang diperlukan untuk membangun pendidikan secara berkelanjutan. Adapun langkah Kebijakan
dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional, diantaranya 1. Berkomitmen terhadap
penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi, 2) Mengukur pembelajaran secara berkala, akurat,
dan relevan, 3) Menyelaraskan sistem dengan komitmen pembelajaran, 4) Mendukung guru dalam proses
belajar mengajar. 5)Mengadaptasi pendekatan dalam mengambil kebijakan pendidikan. Dukungan dalam
mengadaptasi kebijakan sehingga sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah Pusat perlu memetakan daerah
yang perlu bantuan ekstra agar kebijakan yang dilahirkan dapat fokus pada peningkatan kualitas
pembelajaran. Sementara itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan elemen masyarakat lain,
seperti organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam mendesain dan menjalankan inovasi
pendidikan.
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan diartikan sebuah usaha sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai taraf
hidup yang lebih baik. Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan setiap perubahan sosial, baik
berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam hitungan skala yang lebih
luas(Alfirzan et al,, n.d.; Gury, n.d.; Zidna Faojan Adima UIN Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.).
Pendidikan diartikan sebagai pengembangan paradigma intelektual. Dalam paradigma ini,
peserta didik diharapkan akan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teoritik dalam
menjalani kehidupannya yang selalu berubah dalam kompleksitas modern. Pendidikan
merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan
nilai, dan menanamkan etos kerja dikalangan warga masyarkatClick or tap here to enter text..
Pendidikan dapat juga menjadi bagian dari instrument untuk membangun dan memupuk
kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa.
Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga
dengan mengukuhkan ikatan-ikatan social, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-
bangsa, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional(Supriyanto & Wahyudi, 2017).

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi
pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos Kkerja,
professional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasamani-rohani. Perubahan sosial
merupakan sebuah tubuh baru dari kondisi yang lama. Perubahan sosial terjadi sebagai
konsekuensi dari aktivitas manusia, inovasi, kemajuan sains dan sebagainya(lbrahim et al., 2013;
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Rahmat Rifai Lubis, 2020; Rohman & Hairudin, 2018).

Berdasarkan paparan perubahan sosial tersebut para ilmuwan sosial membagi perubahan
sosial kedalam dua bagian, yang pertama perubahan sosial evolusioner dan yang kedua,
perubahan sosial revolusioner. Perubahan sosial jenis pertama sama dengan pergerakan sejarah
yakni terjadi secara perlahan-lahan dan kumulatif. Sementara yang jenis kedua terjadi dengan
cepat tanpa diprediksi sebelumya.Perubahan sosial dalam bidang pendidikan lebih mendominan
pada jenis yang pertama (Amrulloh, 2017).

Pendidikan merupakan hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu
bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Suatu negara dianggap jauh
dan tertinggal dari negara lain, manakala kualitas pendidikannya rendah. Kualitas pendidikan di
Indonesia pada dewasa ini sangat memprihatinkan. Ini terbukti di antaranya dengan data
UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index),
yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala
yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun(Anggreni &
Wayan Suartini, 2019; Azmy, 2015; Wahid Tahir et al., 2017; Yuni et al., 2016).

Inovasi pendidikan di Indonesia sudah waktunya bersumber dari para praktisi pendidikan
di lapangan, terlebih pada kehidupan di era global dengan berbagai persoalan telah menuntut
berbagai perubahan pendidikan yang bersifat mendasar. Iklim kehidupan berbangsa dan
bernegara yang kurang kondusif, yang cenderung mengarah pada kebebasan yang kurang
terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan,
termasuk pendidikan. Dalam sebuah tatanan akar rumput, hal tersebut telah menimbulkan
berbagai gejala sertapermasalahan social. Belum lagi pendidikan kita yang masih terkesan
semrawutan (chaos) dan ketimpangan, baik secara kualitas, kuantitas, maupun kaitannya dengan
efektivitas dan relevansi pendidikan, bahkan ada yang menganggap pendidikan kita sangat kacau,
tidak jelas arah dan tujuannya. Maka dari itu, penting melihat pembangunan pendidikan dari
prespektif Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional.
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pendidikan di Indonesia

Banyak hal yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia, di antaranya
adalah:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dewasa ini, penguasaan terhadap
teknologi menjadi hal yang penting dan prestise, karena dianggap sebagai indikator
kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan
teknologi tinggi (high technology), sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi
dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal (failed
country).(Damanhuri et al., 2013; Riset et al., 2020)

2. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk pada gilirannya akan menambah
jumlah rumah tangga dan dengan demikian bertambah pula kebutuhan rumah.
Sementara itu kenaikan pendapatan masyarakat ternyata berjalan lebih lambat
dibandingkan dengan perkembangan harga rumah. Dengan demikian kemampuan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahannya pun juga cenderung menurun.

3. meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
4. Menurunnya kualitas pendidikan.
5. Kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang

membangun.

6. Minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada
kemajuankemajuan

7. Pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik dan uniformistik.

8. Rendahnya kualitas pembelajaran. Permasalahan mendasar yang perlu di benahi dapat
dinyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan sasaran yang sangat besar dan
multistratum. Selain problematika tersebut, terdapat masalah lain, diantaranya: (1)
Rendahnya Kualitas Sarana Fisik, sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan
perguruan tinggi kita yang gedungnya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media



pembelajaran yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. (2) Rendahnya Kualitas
Guru, keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum
memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana
disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yaitu merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan
dan pelatihan serta melakukan sebuah penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat(Amirudin, 2019; firda rahmayani, bahri, 2020; Priyanto, 2014; A. M. Saleh,
n.d.).

2. Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan

Dalam wupaya peningkatan kualitas pendidikan, seorang guru harus mampu
meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik.Sebagai pendidik guru harus
mampu meningkatkan pengetahuannya secara mandri. Melalui membaca guru akan dapat
mengembangkan diri dalam menambah ilmu pengetahuannya. Maka dari itu, budaya membaca
di dalam kalangan guru perlu dibangun. Dengan membaca guru akan dapat meningkatkan
ilmu pengetahuan yang dimilikinya serta mampu menambah wawasan yang belum diketahui
olehnya. Selain itu ada beberapa langkah Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun
pendidikan nasional.

1. Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi

Dalam Policy Paper “Focus to Flourish: Five Actions to Accelerate Progress in LearningClick
or tap here to enter text.” yang diterbitkan oleh RISE Programme, ditekankan bahwa
komitmen terhadap pembelajaran dasar harus menjadi prioritas politik yang mendesak agar
perubahan segera terjadi dan dapat diterjemahkan ke dalam  perencanaan
anggaran dan program. Pentingnya kemampuan literasi numerasi dapat dicermati
melalui contoh berikut, seorang siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan
bilangan bulat. Dua kali tiga adalah enam. Hasil tersebut tetap sama walaupun soal diganti
dengan tiga kali dua. Namun, akan berbeda ketika diberikan dalam situasi pemberian obat.
Aturan pemberian obat dua kali tiga dengan tiga kali dua akan memberikan efek penyerapan
dan penyembuhan yang berbeda. Dengan penguasaan konsep perkalian bilangan bulat dan
kemampuan numerasi yang baik siswa akan mampu menjelaskan alasan mengapa efek
penyerapan obat itu berbeda.(Stti Quratul Ain, 2023)

2. Mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan

Mengukur pembelajaran perlu dilakukan bukan untuk menentukan lulus atau tidaknya
siswa, bagus atau tidaknya kualitas sekolah, melainkan untuk mengetahui apakah siswa sudah
menguasai kemampuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka tempubh. Di tingkat kelas,
asesmen diperlukan untuk melihat kemajuan pembelajaran tiap siswa. Hal ini penting dilakukan
karena berdasarkan analisis tim peneliti RISE dalam Profil Pembelajaran, jika anak-anak
Indonesia tidak menguasai kemampuan dasar numerasi pada kelas 6, maka kemungkinan besar
mereka tidak akan pernah menguasainya meski terus naik kelas. Padahal, tujuan asesmen yang
baik adalah untuk memberi informasi sedini mungkin kualitas pembelajaran yang sedang
berlangsung.

Tes yang digunakan dalam asesmen harus dapat membandingkan kemajuan belajar siswa
secara berkala alih-alih yang bersifat penilaian di akhir pembelajaran. Oleh karena itu, mindset
dari guru, sekolah, serta Pemerintah juga perlu diubah dari yang sebelumnya “Assessment of
Learning” menjadi “Assessment for Learning”. Di tingkat sekolah dan daerah, asesmen penting
untuk menilai kinerja sistem pendidikan secara lebih luas. Dengan begitu, pembuat kebijakan
dapat menentukan intervensi yang tepat untuk membantu para siswa agar dapat belajar sesuai
dengan tujuan pendidikanClick or tap here to enter text..

Menyelaraskan sistem dengan komitmen pembelajaran

Tujuan sistem pendidikan hanya bisa tercapai bila berbagai elemen di dalamnya berjalan
dengan selaras dan mengarah kepada tujuan atau komitmen yang sama. Keselarasan berbagai
elemen dalam sistem pendidikan perlu terwujud di semua lapisan, mulai dari kebijakan di tingkat
pusat, daerah, hingga kelas. Misalnya, ketika Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses
pendidikan pada tahun 1970-an, pemerintah membangun lebih dari 60.000 sekolah dasar
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melalui program Sekolah Dasar INPRES. Dua dekade kemudian, hampir seluruh anak Indonesia
mampu mengenyam pendidikan dasarClick or tap here to enter text.. Keselarasan dalam sistem
pendidikan akan meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, dalam usaha perekrutan guru di
Indonesia yang tumpang-tindih. Jika proses tersebut selaras, maka semua elemen ini akan turut
andil dalam memajukan kualitas guru di Indonesia mulai dari sistem perekrutannya. Namun,
sejauh ini kita tidak melihat ada peran dari politisi untuk mendorong peningkatan kualitas dalam
perekrutan guru, begitu juga dengan elemen-elemen lain dalam sistem pendidikan ini.

Politisi Pembuat Kebijakan

N lp %y,
& /
o\\\\@\ Q

Suara/Kekuatan Klien
(D, F, I, M]

Miskin Kaya

[Termarginalkan) (Hak Istimewa) Kementerian,

[ Manajemen Sekolah
Inklusi Koalisi Jasa Pengajaran Guru, Kepala Sekolah (D, F, I, M)
(dari guru ke siswa

Sumber: Kerangka kerja RISE.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berupa rendahnya kualitas pendidikan yang
tercermin dari rendahnya penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi. Oleh karena itu,
berbagai elemen dalam sistem pendidikan perlu serempak memfokuskan perhatian pada tujuan
atau komitmen untuk mengatasi masalah tersebut. Pada program pendidikan guru, misalnya,
perlu diciptakan kurikulum yang membekali calon guru dengan pengetahuan mengenai cara
mengajar literasi dan numerasi. Lalu pada perekrutan guru, perlu disepakati bahwa tujuannya
adalah merekrut guru-guru yang berkualitas atau memiliki kompetensi mengajar yang baik. Studi
RISE tentang perekrutan guru menemukan perekrutan guru selama ini belum berorientasi pada
penyaringan guru yang berkualitasClick or tap here to enter text.. Hal ini terjadi karena ada
ketakselarasan komitmen di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan.

Pembagian kewenangan pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perekrutan
guru—Kementerian PANRB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah
masih tumpang-tindih. Setiap lembaga seolah memiliki tujuan masing-masing sehingga hasil
perekrutan tidak optimal. Kenyataan ini turut berkontribusi pada rendahnya kinerja guru di
Indonesia.

-~ Kelembagaan

Pembagian kewenangan untuk perekrutan guru antarkementerian maupun antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tumpang-tindih.

KemenPANRB |---------- Kemdikbud [---------- Kemenkeu |----------- Pemda
| I I I

Perekrutan Evaluasi Gaji Penempatan

‘ »| Guru |« ‘

-- =koordinasi antarlembaga lemah karena setiap lembaga memiliki objektif berbeda

Sumber: Infografik "Perekrutan Guru di Indonesia: Disfungsi Kelembagaan dan Dinamika
Sosial" (2020).

Contoh terwujudnya keselarasan pada sistem pendidikan di tingkat lokal ditemukan oleh
studi RISE yang mengkaji inovasi pendidikan di tingkat daerah. Di Kota Yogyakarta, kepala
daerahnya memiliki komitmen kuat terhadap kualitas pendidikan. Kepala daerah maupun
birokratnya kerap mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar dapat memberikan
pelayanan terbaik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, terdapat inovasi
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pendidikan di Yogyakarta yang diinisiasi oleh masyarakat dan kemudian disahkan menjadi
kebijakan lokal. Rasa percaya warga yang kuat terhadap pimpinan daerah dan jajarannya
mendorong mereka untuk seia sekata menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan
meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Mendukung guru dalam proses belajar mengajar

Guru perlu mendapat bekal dan dukungan yang memadai untuk dapat mengajar secara
efektif. Dukungan tersebut diberikan sejak calon guru mengenyam pendidikan di program
pendidikan keguruan maupun pendidikan profesi guru (prajabatan) hingga selama guru
menjalani profesinya (dalam jabatan). Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu
mempraktikkan  pengajaran yang  efektif. Oleh karena ity, untuk
menciptakan dan mempertahankan guru yang berkualitas, dukungan ini harus berjalan secara
berkesinambungan agar mereka dapat mengajar dengan efektif secara terus-menerus.(Yunus, Y.,
Suardi, 2019) Namun, studi RISE yang mengevaluasi pendidikan guru menemukan bahwa
lulusan program Pendidikan Profesi Guru/PPG prajabatan merasa ilmu yang mereka peroleh dari
program tersebut terlalu teoretis dan tidak membantu mereka dalam menghadapi
tantanganmengajar di dalam kelas(Buchanan, 2020; E. Hunt Esco, 2019; Fathurrahman et al,,
2016; Gay, 2010; Hismanog'lu & Hismanog'lu, 2010; Powell et al., 2014; Rusdiana et al,, n.d.).
Program pendidikan guru juga belum memberi pembekalan yang memadai bagi calon guru
untuk dapat mengajar literasi dan numerasi. Padahal, rendahnya penguasaan kemampuan
literasi dan numerasi dasar pada siswa Indonesia menjadi akar masalah dari rendahnya hasil
pembelajaran siswa Indonesia selama bertahun-tahun.

44,2%
39%

21,3%

12,4% 13%

— — - e il
Mampu menguasai Mampu membuat Mampu menguasai Mampu Mampu
materi pengajaran instrumen materi pengajaran membuat media membuat strategi

baca tulis penilaian murid berhitung pembelajaran pengajaran

Sumber: Infografik "Perkembangan Hasil Studi Evaluasi Program PPG Prajabatan-Studi Tahun
Pertama" (2018).

Oleh karena itu, program pendidikan guru perlu lebih fokus membekali calon guru
dengan pengetahuan mengenai cara mengajar yang efektif, khususnya dalam mengajar literasi
dan numerasi. Jadi, guru bukan sekadar menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.
Dukungan yang diberikan kepada guru dapat disesuaikan dengan level kompetensinya.
Dukungan untuk guru baru, misalnya, tentu berbeda dengan dukungan yang diperlukan guru
yang sudah mengajar selama bertahun-tahun. Guru baru memerlukan induksi atau
pendampingan yang memadai dalam masa transisi dari calon guru menjadi guru yang mengajar
di dalam kelas. Sementara, guru yang sudah mengajar selama bertahun-tahun, yang memiliki
tingkat kompetensi yang lebih tinggi, perlu mengembangkan keterampilan mengajarnya sesuai
dengan perubahan zaman ataupun masalah yang dihadapi di kelasnyaClick or tap here to enter
text.. Oleh karena itu, berdasarkan Policy Paper “Focus to Flourish: Five Actions to Accelerate
Progress in Learning”, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian para pembuat kebijakan untuk
menciptakan ekosistem yang mendukung guru untuk mengajar dengan baik: 1. Memfokuskan
kembali pengembangan profesional pada keterampilan mengajar, serta 2. Reformasi karier guru
untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi guru agar dapat mengajar secara berkualitas.

5. Mengadaptasi pendekatan dalam mengambil kebijakan pendidikan

Desentralisasi pendidikan menimbulkan konsekuensi berupa masalah pendidikan yang
bervariasi antarkabupaten/kota. Mengingat Indonesia adalah negara luas dengan 514
kabupaten/kota, maka pemecahan masalah pendidikan tidak bisa menggunakan pendekatan one
size fits all, melainkan harus disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi tiap daerah. Studi RISE
terkait inovasi kebijakan pendidikan di daerah meneliti beberapa kabupaten/kota untuk melihat
adaptasi kebijakan untuk mengatasi krisis pembelajaran dan disesuaikan dengan keadaan sosial
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budayanya.

Di Kota Bukittinggi, misalnya, ada beberapa kebijakan pendidikan dibuat karena peran
aktif kepala sekolah dan partisipasi keluarga, yaitu program supervisi silang dan sekolah
keluarga. Meskipun tidak ada insentif, tetapi program-program ini dapat berjalan secara
berkelanjutan di Bukittinggi karena jaringan kekerabatan yang sangat kuat. Sementara itu di
Yogyakarta, pembelajaran didukung oleh partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat, yang
biasa dikenal dengan Paguyuban Orang Tua dan Jam Belajar Masyarakat (JBM).

Kedua program ini didorong oleh tradisi kolaborasi di Yogyakarta: handarbeni dan guyub
rukun. Namun, ternyata berdasarkan temuan RISE, banyak pemerintah daerah yang sebenarnya
belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mendesain inovasi kebijakan pendidikan di
daerahnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan dalam mengadaptasi
kebijakansehingga sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah Pusat perlu memetakan daerah
yang perlu bantuan ekstra agar kebijakan yang dilahirkan dapat fokus pada peningkatan
kualitas pembelajaran. Sementara itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan
elemen masyarakat lain, seperti organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam
mendesain dan menjalankan inovasi pendidikan.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy empat Prioritas Perencanaan Pendidikan:

a. Pembelajaran anak

Pemerintah melalui mendikbud perlu mengecek ketepatan apakah yang diberikan oleh

kementerian terserap oleh para peserta didik dan tenaga pendidik. Hal tersebut dilakukan

sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar hasil dan dampak dapat terpantau.
b. Struktur kelembagaan

Mendikbud menganggap bahwa struktur kelembagaan baik internal maupun eksternal

badan akan mendukung tujuan pembelajaran. Struktur kelembagaan ini menurut

Mendikbud, bisa berdampak positif juga terhadap kualitas pembelajaran.

c. Menggerakkan revolusi mental di masyarakat.

Pemerintah harus menyukseskan program revolusi mental, tidak dapat hanya dilakukan

di sistem institusi pendidikan saja, tetapi juga masyarakat luas. “Jadi pengembangan

karakter itu tidak hanya dari kurikulum saja, tidak hanya dari cara mengajar guru tetapi

juga masyarakat luas. Ini yang akan kami kembangkan pada tahun ini,” ujarnya.
d. Pengembangan teknologi.
Perkembangan teknologi ini, menurut Mendikbud akan membantu guru dalam
menjalankan kegiatan belajar mengajar. “Pengembangan teknologi yang harus saya
fokuskan, banyak sekali yang mengira pengembangan teknologi adalah mungkin untuk
menggantikan guru masuk. Itu salah total. Fokus dari teknologi ini adalah untuk
membantu semua manusia dalam sistem untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang
lebih baik. Teknologi itu untuk memperbaiki, meng-enhance, meningkatkan kapasitas,
bukan untuk me-replace, bukan untuk menggantikan kebiasaan. Melalui platform
teknologi inilah kita akan mulai tetap fokus pada pengembangan,” terang Mendikbud.

Untuk mewujudkan keempat prioritas tersebut, maka pemerintah kerja sama dan gotong

royong dari seluruh kementerian-kementerian, khususnya kementerian di bawah

koordinasi Menko PMK. “Misalnya untuk Program Penguatan Karakter (PPK). Itu

Perpresnya yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2017, dan itu harus dilakukan bukan hanya

untuk satu kementerian tapi semua menteri terkait. Nah, ini nanti juga saya minta kita

berkoordinasi untuk benar-benar merealisasikan PPK dalam rangka revolusi mental.

PENUTUP

Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional, diantaranya 1.
Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi, 2) Mengukur
pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan, 3) Menyelaraskan sistem dengan komitmen
pembelajaran, 4) Mendukung guru dalam proses belajar mengajar. 5)Mengadaptasi pendekatan
dalam mengambil kebijakan pendidikan. Dukungan dalam mengadaptasi kebijakan sehingga
sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah Pusat perlu memetakan daerah yang perlu bantuan
ekstra agar kebijakan yang dilahirkan dapat fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Sementara itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan elemen masyarakat lain,
seperti organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam mendesain dan menjalankan inovasi



pendidikan. Sedangkan menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy empat Prioritas Perencanaan Pendidikan: 1)Pembelajaran anak.
2) Struktur kelembagaan.3)Menggerakkan revolusi mental di masyarakat. 4) Pengembangan
teknologi. Untuk mewujudkan keempat prioritas tersebut, maka pemerintah kerja sama dan
gotong royong dari seluruh kementerian-kementerian, khususnya kementerian di bawah
koordinasi Menko PMK. “Misalnya untuk Program Penguatan Karakter (PPK). Itu Perpresnya
yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2017, dan itu harus dilakukan bukan hanya untuk satu
kementerian tapi semua menteri terkait. Nah, ini nanti juga saya minta kita berkoordinasi untuk
benar-benar merealisasikan PPK dalam rangka revolusi mental.
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